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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

bahwa untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang
fungsional, andal, yang menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta
serasi dan selaras dengan lingkungannya,;

bahwa setiap Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna
Bangunan Gedung memiliki hak jaminan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun sesuai
dengan persyaratan administratif dan teknis;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung, setiap Bangunan
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Mengingat

-2

Gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebagai
syarat untuk dapat dimanfaatkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat tentang Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O05/PRT/M/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan
Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.

Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung
yang memenuhi persyaratan  administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan
Gedung yang ditetapkan.

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung adalah
proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk
Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah
Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Permohonan SLF adalah permohonan yang dilakukan

Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan
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10.

11.

12.

—4-

Gedung kepada Perangkat Daerah Penyelenggara SLF
untuk mendapatkan SLF.

Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum,
kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut
hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan
Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung
berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan
Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan.

Perangkat Daerah Penyelenggara SLF adalah perangkat
daerah yang melaksanakan penyelenggaraan SLF sesuai
delegasi kewenangan dari bupati/walikota atau gubernur
untuk DKI Jakarta.

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk
memberikan  Pertimbangan Teknis dalam  proses
penelitian dokumen rencana teknis dengan masa
penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan
masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan
Bangunan Gedung tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan
kompleksitas Bangunan Gedung tertentu tersebut.
Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari TABG
yang disusun secara tertulis dan profesional terkait
dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan
Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan,
pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.
Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan
usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum yang mempunyai setifikasi kompetensi
kerja kualifikasi ahli atau setifikat badan usaha untuk
melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi
Bangunan Gedung.

Pengawas Konstruksi adalah orang perorangan yang

mempunyai sertifikat keahlian atau badan hukum yang
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mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk
melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Manajemen Konstruksi adalah badan hukum yang
mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk
melaksanakan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksana Konstruksi adalah orang perorangan yang
mempunyai sertifikat keahlian atau badan hukum yang
mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk melakukan
pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan Gedung
dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas
dan teknologi sederhana.

Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan
Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki
kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung
yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang
dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan
penyelesaian atau teknologi khusus.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan
teknis yang berlaku.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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